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PERATURAN PLMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 5 TAHU-N 1950 E 7 i
tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara,

PRESIDEN REPUBLIK JINBONESTA

Menimbang : bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk daerah Pro-
: pinsi Sumatera Utara jang berhak mengatur dan mengurus

rumah tanfga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-
undang No, 22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah;
Mengingat : pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan
- Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesid, Mak-
lumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No, X,
Undang-undang No, 22 tahun 1948, Undang-undang No, 10
tahun 1948 dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik

dan_Pemerintah Re%ublik Tndonesia Serikat pada tqn%gal
20 Djulir1950 tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga

Propinsi. i
2 MEMUTUH KAN

I. Mentjabut Peraturan Wakid Perdana Menteri pengganti Pe-
raturan Pemerintah No. 8/Des/W.K,P.M, tahun 1949 tentang pembagian
Sumapera Utara mendjadi dua Propinst;

II, Mengesahkan penghapusan pemerinitahan daerah keresidenan
. At jeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta Pembubaran Dewan Perwa-
- kilan Rakjat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut; -
ITI. Menetapkan pembentukan Propimsi Sumatera Utara dengan pera-
turan sebagai berikut: A : -
Peraturan Pemerintah Penfganti Undang-undang tentang pem=
bentukan Propinsi Sumatera Utara,
e 3y W :
Peraturan Umum.
Pasal 1

(1) Daerah jang meliputi daerah karesedenan Atjeh, Sumatera FTimur
dan Tapanuli ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Utara,

Pagal 2

(1) ﬁgggrintah Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan dikota
eaan,

(2) Dalam waktu luar biasa keduBukan itu untuk sementara waktu oleh

Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat,
: Pagal 3
(1)} Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah Propinsi Sumatera Utara terdiri
dari 4O orang angrauta,

(2) Anggauta-angganta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi
Sumdtera Utara, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang

Pemilihan, melXetakkan djabatannja bersama~sama pade tanggal
15 Djuli 1955,

{3} Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera
Utara, ketjuali anggeuta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BABII ‘
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA UTARA,

Pasal 4,

it

(1), Urusan’




(1) Urusan rumah tangea dan kewadgiban-kewadjiban lafn sebagai
termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No, 22 tahun
1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara
adalah seﬁaﬁai berikut?

Iy Urusan Umum, s

S i Pemerintahan Umum,

A 31 0 D Agraria, . f
g M Pengairan, djalan-~djalan dan gedutig-gedung,
L Pertanian, perikanan dan koperasi,

YIs:. = Kehewanan,
VI1I, H Kerad jinan, ptrdagangan dalam negeri dan
v Perindustrian,
VIX X Perburuhan.
By M Sogial, #
¥ | Pembagian (distribusi).
A " Penerangan’ : i
AL LEE . M Pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan,
XITIY " Kesehatan, ¢
LN W Lalu lintas dan angkutan bermotor.
v, n Perusahaan,

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan -
dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturaneper=
aturan pelaksanaan pada waktu penjerahan,

(3} Tiap-tiap wektu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk
ruméh tangga Propinsi dan keéwadjiban Pemerintah jang dise=-
rahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-undang
dapat ditambah, )

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap
don perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah keresi- -
denan jeng dihapusken teesebut diatas mendjadi milik Propin-
si Sumatera Utara jang selandjutnjs dapat men jerahkan se-
suatunja kepada daerah-daerah dibawahnja,

(2) Segala hutang-pihutang pemerintahan kepesidenan tersebut
nend jadi tanggungan Pemerintah Pusat,

Pasal, 69

Peraturan~peraturan daerah keresidenan, sebelum diganti de-
ngan Peraturan daerah Propinsi, berlaku terus sebaiai peraturan
daerah Propinsi; raturaneperaturan ity tidak berlaku lagl set
sudah 5 tahun terhitung darl berdirinja insi Sumntera ra,.

Bok Bes RS s

Peraturan penubtup.

Pasal Zo . ; :

‘ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dmked ber-

laku pada tanggal 15 Agustus 1950, ' '

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dike-
tahui - cl. e maka Aiperintahlsn nwadn A andangkan dalam

SN Y

72, L.. Negara,-

Ditetapkan di Jogjekarta

pada tanggal 14 Agustus 1950,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan ' (PEMANGKU DJABATAN)
pada tanggal 14 agustus 1950, {dtt. ) LSSAAT,
. MENTERI KEHAKIMIN, MENTERI DiLAM NEGERI
(att.) A.G,PRINGGODIGDO. REPUBLIK INDONESIA,
Seksi. Arsip/Ekspedisi KDN.RI. 21;1-:3-50

(d,t.0o.}) Kadarisman. -

_ : J Ungpk salinan jang 'sama bunjinja:

| Bekretaris Phﬁﬁfu, ; )
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LAMPIRAN A,  LAVMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG

n
.

N Wb w
s . ; ;

No, 5 TAHUN 1950
TENTANG '
PEMBENTULAN PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT PASAL
L AJAT ()5

I, URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
persiapan rent jana anggaran pendapatan dan beland ja, perhitungan
anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenal
anggaran pendapatan dan belandja;

pekerdjaan &euanban sendiri;

yrusan pegawai;

arsip dan expedisi;

penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan ang-
garan pendapatan dan belandja Kabupaten dan kota besar, untuk di-
sahkan;

pengawasan. keuangan kabupaten dan kota besar;

II, URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

pengawasan ' berdjalannJa peraturan daerah Prop1n51'

pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan
termasuk kepolisian (medebewind);

pimpinan dan pengawasan nekordgaan daerah- daprah otonom dibawah-
nja;

pelaksanaan penetapan atau perubahan batas—batas daerah-daerah
dibawahnja (medebewind);

urysan kewarga—ne*araan (meoebeW1nd)

urusan kehotelan dan tourlsme, :

pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadji-
ban (baglan) urusan lain. . ;

III, URUSAN AGRARIs (TaNAH), meliputi:

Eenerlmaan penjerahan hak "elgendom atau tanah "eigendon" kepada

egara (medebewind) ;

penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada D?awatan-dgawa~

tan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (medebewind)

pemberian idzin membalik nama hak "eigendom™ dan "opstal' atas
tanah, djika salah satu fihak atat keduanja masuk golongan bang-
sa asing’ (medebewind)

pengawasan pckerdgaan daerah otonom dlbawatha tentang agraria
sebaglan ada jang medebewind) ;

IV, URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJiLaN DhN GEDUNG-GEDUNG, meliputis

kekuasaan atas pengairan umum, ialah sungai-sungai, sumber-sumber,
danau~danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, :

_thl-tepl dan tanggulnja beserta bancun-bangunan milik Pemerlntah

jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipérgunakan untuk

Eengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh
emerintah kepada Propinsi;

kekuasaan atas pemakaian air dari pe ﬁairan umum untuk pertanian

dan lain-lain kepentingan daerah dan egara jang diserahkan oleh

Pemerintah kepada Propinsi;

kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangu—

nan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang dlserahkan oleh

Pemerintah kepada Fropinsi;

kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerin-

tah kepada Propinsi;

penjerahan tersebut dalam angka l hingga h diatas ada jang terma-
suk medebewind,

e
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V, URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DaN KOPERASI, meliputi:

Pertanian,

1.

2‘-
3.

inspeksi dan merent janakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa
tanl modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani; -
penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran,
obat-obatan dan tanaman perdagangan;

pimpinan penbanterasab hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;

L.

5. pusat Propaganda pertanian;

Perikanan, :

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);

o

penjelidikan dan pengumpulan bahan~-bahan untuk memperbaiki dan mem-
pertinggi deradjad perikanan darai, membantu pekerdjaan Kementerian
(medebewind) ; |

Koperasi,

W
.
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Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan,

VI, URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasan dan
pent jegahan penjakit menular; ket juali kerantine dan laboratorium
(medebewind) ; :

koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-~daerah
dibawahnja; - ;

pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenail daging dan su-
Sws

pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;

pengawasan terhadap penganiajaan hewan;

pengawasan penganiajaan babi; ,

penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar da-
erah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan
didaerah dibawahnja, pembanterasan potongan gelap.

VII, URUSaN KERADJINAN, PERDAGANGsN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN
meliputi: : :
Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja,

VIII, URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

penerimaan keterangan-keterangan (gegevehs) tentang pengangguran
dari daerah-daerah otonom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kemen-
terian Perburuhan (medebewind) ;

segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang ter-
tentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);

men jelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana
diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembante-
rasan pengangguran (medebewind);

pen jelenggaraan penerangan bentang pemilihan vak dan lapang peker-
djaan (medebewind);

menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjad ket jaka-
pan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan per-
buruhan (medebewind). ' -

IX, URUSAN SOSIAL, meliputi:
pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja;

.9



o L

X, URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-~daerah;
penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distri-
* busi untuk pengganti beaja (1 dan 2 medebewind),

XI, URUSAN PENFRANGAN, meliputi:

‘membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
men jelenggarakan penerangan lokal,

XII, URUSAN PENDIDIKAN, PENGaDJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputii

mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ket juali se-
kolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah ren-
dah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;

mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum ting-
kat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam
itu jang diselenggarakan oleh badan~badan partikelir;

nengusahakan perpustakaan rakjat;

berhubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;

«. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;

e Do =
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mendirikan kursus-kursus pendidilkan pengadjaran guna kursus~kursus
pengantar ke kewadjiban beladjar,

XIII, URUSAN KESEHATAN, meliputi:

pendidikan tenaga technis menengah/rendah;

pekerdjaan curatief; menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan
umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;

pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan
daerah dibawahnja. ' : :

XIV, URUSAN LalU LINTaS DAN sNGKUTAN BERMOTOR, meliputi:

inspeksi lalu lintas;
pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
bengkel? Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
persediaan alat? (magazijn);
penjeleﬁggaraan angkgtan untuk dinas,
umum,

LV, URUS:N PERUSAHAAN, meliputi:
Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi

menurut kebutuhan,e ;

P

4%{ - = =00000BCLO0000~=m



